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Pengantar Abli . . .

Indonesia dikenal secara luas sebagai negara yang bercorak
multi-budaya (multicultural), terdiri atas ribuan suku bangsa yang
tersebar di seluruh wilayah Nusantara, memiliki ratusan dialek bahasa
daerah, dan beragam jenis kesenian tradisional seperti seni lukis, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, arsitektur tradisional,
seni batik, dan bahkan cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,
kerajinan tangan, alat musik tradisional, wayang, dan makanan dan
minuman (kulinair) tradisional. Ragam karya budaya tradisional
Indonesia seperti dimaksud di atas adalah karya intelektual
masyarakat Indonesia yang bercorak selain komunal juga bernuansa
magis-religius.

Budaya tradisional adalah suatu karya intelektual yang perlu
memperoleh perlindungan hukum dari negara, karena budaya
tradisional mencerminkan jatidiribangsa dan kekayaan budaya
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bangsa yang potensial didayagunakan sebagai sumber daya ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa
Indonesia. Wujud budaya tradisional sebagai karya intelektual yang
wajib memperoleh perlindungan hukum dari negara adalah ekspresi
budaya tradisional (expression of folklore).

Instrumen hukum nasional pada dasarnya telah mengatur
tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Tetapi,
jika dikaji dari perspektif akademik atas hak kekayaan intelektual
(intellectual property right), ekspresi budaya tradisional yang dilindungi
sebagai hak kekayaan intelektual ternyata berorientasi pada rezim
hak cipta. Oleh karena itu, regulasi ekspresi budaya tradisional seperti
diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, mulai dari diberlakukan
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian UU Nomor 7
Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002,
dan yang terakhir diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, tidak memberi perlindungan secara utuh dan hakiki
(genuine legal protection) karena tidak sesuai dan selaras dengan konsep,
substansi, dan filosofi dari ekspresi budaya tradisional seperti yang
dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Indonesia yang bercorak
komunal.

Kajian tentang ekspresi budaya tradisional sejauh ini belum
dapat ditemukan sebagai referensi akademik yang dilakukan secara
sistematis dan holistik. Buku karya Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,
M.Hum., yang bertajuk “Perlindungan Negara Atas Warisan
Budaya Bangsa” menghadirkan kajian tentang urgensi perlindungan
ekspresi budaya tradisional yang selaras dengan filosofi budaya
bangsa Indonesia. Hal ini karena buku ini selain memberi pemahaman
yang komprehensif secara konseptual dan teoritis serta historis, juga
mengurai secara sistematis tentang relevansi teori dan kajian dari
perspektif hukum nasional dan kerangka instrumen hukum
internasional serta ratio legis perlunya perlindungan atas ekspresi
budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual,
untuk menegaskan urgensi kehadiran negara untuk melindungi
ekspresi budaya tradisional dalam negara bangsa yang bercorak
komunal dan magis-religius. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca
oleh kalangan akademisi, pemerhati dan pecinta seni dan budaya

Bmgse. dam kalangan birokrat ser

- z =
i a2
g _

Sedammar membaca’

Malang, 10

Prof. Dr. I

Guru Besar Fa




“Wngse. can kalangan birokrat serta pembentuk hukum di negeri
ez ndonesia.
Selamat membaca!

HO9 N B

5]

Malang, 10 Januari 2018

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

SN R e e

el AU & =09 7

Lt

|



Pengantar Penerbit . . .

Sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, baru pada
tahun 2017 Indonesia mempunyai regulasi tentang kebudayaan
lewat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017; berbeda dengan
regulasi mengenai cagar budaya yang sepuluh tahun lebih dulu
dikeluarkan lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

Alasan utama yang menyebabkan situasi demikian yakni
karena memang tidak mudah untuk menyusun satu regulasi berupa
undang-undang bagi negera, seperti Indonesia, yang dikenal secara
luas sebagai negara dengan corak multi-budaya (multicultural); terdiri
atas ribuan suku bangsa, memiliki ratusan dialek bahasa daerah, dan
beragam jenis kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang dimaksud
berupa seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
arsitektur tradisional, seni batik, dan bahkan cerita, hikayat, dongeng,
legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, alat musik tradisional,

g makanan dan minuman
knai sebagal warsan ms
ada cagar budaya, bangun
g, situs cagar budaya, dan k
it di zir vang periu dilestanikan
penting bagi sejarah, ilmu pen
etz kebudayaan melalui prose
MNamun demikian, keluarmya e
gemansan kebudayaan tersebut temyz
pessoalan yang salah satunya telah
. Persoalan tersebut mencakup sep
gamg wilayah hukumnya masuk pac
mitfien dipegang oleh negara. Artinya,
hak cipta atas ekspresi budaya tradis
gantum di dalam undang-undang
Sejumlah analisis dan pemapar

s berkaitan dengan beberapa isu., ¢
ekspresi budaya tradisional, pers
berikut soal kepemilikan serta peng
ekspresi budaya tradisional, tenta:
kaitannya dengan perlindungan hak
budaya tradisional menjadi ranzhn
Berbagai isu tersebut dikan sec:

dan yuridis. Posisi ekspresi budaya
nasional dan hukum nasional ditu
kontra dijelaskan, termasuk langkah
perlu dilakukan oleh Pemerintah Inds
budaya tradisional. Semua itu dalar
atas ekspresi budaya tradisional s¢
Dengan pola pengkajian secara e«
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~ Analisis dan pemaparan disa
Bab 1-Pendahuluan, berkaitan den:
budaya tradisional serta ruang ling




11

a9 4o

b

= =zkznan, dan minuman tradisional. Sedangkan cagar
“zknai sebagai warisan masa lalu yang bersifat kebendaan

o sencz cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar
 wwioow sous cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat

e s & 2 vang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
. semtnzbagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
Ju wizw kebudayaan melalui proses penetapan.

.2mun demikian, keluarnya regulasi yang mengatur tentang
swanean kebudayaan tersebut ternyata masih memunculkan berbagai
swrozl2n vang salah satunya telah diidentifikasi oleh penulis buku
. “er=oalan tersebut mencakup seputar ekspresi budaya tradisional
~2r 2 wilavah hukumnya masuk pada ranah hak cipta yang mensya-
“wan dipegang oleh negara. Artinya, negaralah yang memiliki otoritas
"2+ opta atas ekspresi budaya tradisional tersebut sebagaimana ter-

Sejumlah analisis dan pemaparan pun disajikan di dalam buku
= berkaitan dengan beberapa isu, diantaranya pengertian tentang
-uspresi budaya tradisional, persoalan-persoalan yang muncul
“erikut soal kepemilikan serta pengemban hak dan kewajiban atas
cispresi budaya tradisional, tentang perlindungan hukum, serta
«zitannya dengan perlindungan hak cipta yang dalam hal ini ekspresi
~udaya tradisional menjadi ranahnya.

Berbagai isu tersebut dikaji secara teoretis-konseptual, historis,
dan yuridis. Posisi ekspresi budaya tradisional dalam hukum inter-
nasional dan hukum nasional ditunjukkan, argumentasi pro dan
kontra dijelaskan, termasuk langkah-langkah yang sudah dan masih
perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi ekspresi
budaya tradisional. Semua itu dalam konteks perlindungan Negara
atas ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya bangsa.
Dengan pola pengkajian secara teoretis-konseptual, historis, serta
yuridis, sudah barang tentu buku ini sangat layak untuk dijadikan
rujukan dalam mengkaji perihal kebudayaan dan kaitannya dengan
hukum.

~ Analisis dan pemaparan disajikan kedalam tujuh bab, yaitu:
Bab 1-Pendahuluan, berkaitan dengan isu dan pendekatan ekspresi
budaya tradisional serta ruang lingkupnya; Bab 2 -Aspek Mendasar




Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yang mengulas soz’
penggunaan istilah-istilah yang sering digunakan seperti pengeta-
huan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, folklore, expressions
of folklore, tradisional dan asli/indigenous, tangible dan intangiblecultura’
property, cagar budaya, saujana, dan warisan budaya; Bab 3-Urgensi
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu argumen kontra,
argumen pro, konsekuensi melindungi ekspresi budaya tradisional,
objek perlindungan, pemegang hak, perwakilan, konsep dan dampak
perlindungan, serta konsekuensi terkait proses perlindungan; Bab
4-Teori Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional,
yaitu teori tanpa perlindungan, teori perlindungan hak cipta, teori
perlindungan sui generis, teori perlindungan melalui penegakan
pengadilan adat; Bab 5-Kerangka Hukum terhadap Ekspresi Budaya
Tradisional, yaitu organisasi dunia di bidang ekspresi budaya
tradisional, World Intellectual Property Organization (WIPO), Misapropriasi,
perlindungan atas PT dan EBT, penerima perlindungan, lingkup
perlindungan, pengaturan hak-hak atau kepentingan, pengecualian
dan batasan, jangka waktu perlindungan, tatacara, sanksi, ganti
rugi, dan pelaksanaan hak dan kepentingan, sarana peralihan,
UNESCO; Bab 6-Kerangka Hukum Nasional, yaitu meliputi makna
melalui maksud pembuat UU, negara sebagai “pemegang hak cipta”
atas ekspresi budaya tradisional, dilanjut dengan perjalannya di
dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia, dll.; Bab 7-
Peran Negara dalam Melindungi EBT, meliputi soal negara sebagai
pemegang hak cipta atas EBT, diikuti dengan pemaparan arguinientasi
pro dan kontra berikut analisis simpunan dan konsekuensi.

Singkatnya, ketujuh bab tersebut akan memberikan pemahaman
kepada para pembaca yang budiman perihal ekspresi budaya
tradisional. Maka tidaklah berlebihan jika Profesor | Nyoman Nurjaya,
seorang guru besar ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, menyebut sejak terbitnya undang-undang kajian tentang
ekspresi budaya tradisional sejauh ini belum dapat ditemukan sebagai
referensi akademik yang dilakukan secara sistematis dan holistik
sebagaimana buku ini.

Selaku pihak yang menerbitkan buku ini, tentu kami menyam-
paikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. R. Diah Imaningrum
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BAB \._.
PENDAHULUAN

A. likspresi Budaya Tradisional: Isu dan Pendekatan

i Indonesia, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) jelas dikatego-
t1kan dalam wilayah hukum hak cipta. Bahkan “Negara adalah Peme-
pang lilak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional”, sebagaimana
dianut oleh Indonesia sejak Undang-undang Hak Cipta berlaku
mulai tahun 1982 sampai saat ini. Namun tepatkah hal itu?

Dalam bukuini, perlindungan negara terhadap EBT akan dikaji
Lwecara teoretis-konseptual, historis, dan yuridis. Posisi EBT dalam
likum internasional dan hukum nasional ditunjukkan, argumen-
{asl pro dan kontra dijelaskan, termasuk langkah-langkah yang sudah
(an masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melin-
dungi EBT. Semua itu dalam konteks perlindungan negara atas EBT
swbagai warisan budayabangsa.

Konvensi-konvensi internasional, diskusi-diskusi di tingkat
l.omite Antarpemerintah (Intergovernmental Commitee) World Intellectual
I'voperty Organization (WIPO) telah berusaha mengambil langkah untuk
memastikan suara-suara yang dikumandangkan oleh komunitas
adat dan lokal!, dan publikasi internasional, menjadi bahan yang

! Taubman and Leistner dalam, 2008, hlm. 33 dalam Busch, Protection of Traditional Cultural
I \pression in Latin America, A Legal and Anthropological Study, Springer, 2015, hlm. 3.
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